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ABSTRAK 
 
 
 
 
MUHAMMAD SUTRISNO YANI NIM (B111 11 048), Analisis Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 
529/Pid.B/2012/PN.Plp). Di bawah Bimbingan H.M. Said Karim selaku 
Pembimbing I dan Hj. Haeranah selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana perjudian dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 
nomor : 529/Pid.B/2012/PN.Plp. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo khususnya pada instansi 
Pengadilan Negeri Palopo. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 
wawancara dan studi dokumen, wawancara dilakukan langsung dengan 
hakim yang terkait dengan kasus ini. Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu 
dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan 
serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada 
dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi 
pidana oleh hakim terhadaap pelaku tindak pidana perjudian sudah sesuai 
karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 
529/Pid.B/2012/PN.Plp dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah 
menjelaskan unsur tindak pidana perjudian dan sanksi yang diberikanpun 
sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam 
KUHP menggunakan pidana maksimal.(II) Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam 
perkara nomor : 529/Pid.B/2012/PN.Plp dalam pertimbangan hakim lebih 
mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam 
pemberian hukuman yang sesuai dengan pasal 303  Ayat (1) ke-1 KUHP, 
seharusnya pelaku mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dengan 
pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan 
kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi 
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan 
kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi yang dapat 
secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam 
berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, 
sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan 
sebagai tren atau gaya hidup manusia  modern. Kenyataannya semakin 
banyak kalangan bisnis, organisasi, perkantoran, pendidikan, dan militer 
hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena 
zaman informasi ini. Sehingga munculah istilah yang sering di kenal 
dengan sebutan”the information age” atau abad informasi. 
Barda Nawawi Arief( 2006 : 1 )  Cyber crime  sendiri merupakan 
salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang 
mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional. 
Satu hal yang perlu untuk diperhatikan dan dicermati adalah tidak 
adanya satu pun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur 
tentang kejahatan cyber crime, meskipun pada Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disisipkan 
beberapa ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kejahatan 
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cyber crime, yang sudah pasti mencakup kejahatan yang menggunakan 
akses informasi dan transaksi elektronik dalam dilakukannya modus 
kejahatan ini. Hal ini menandakan perlunya untuk segera dilakukannya 
pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang ada saat ini, karena sama sekali telah tertinggal dan tidak sesuai lagi 
mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut dan 
berhubungan dengan hal kejahatan  cyber crime. Ketertinggalan KUHP 
juga meliputi terjadinya delik baru dengan kemajuan teknologi seperti 
kejahatan komputer, pencurian pulsa, penyadapan, dan perekaman 
pembicaraan orang lain tanpa izin, perjudian  (meskipun beberapa 
ketentuan ini telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008). Belum 
dirumuskan delik komputer, yang memang sangat sulit dirumuskan 
terlebih dengan kemajuan teknologi komputer yang demikian pesatnya, 
muncul lagi kejahatan  cyber crime, yang dalam salah satu modusnya 
menggunakan internet sebagai media dilakukannya kejahatan cyber crime 
ini. 
Proses pembangunan hampir di pastikan akan membawa dampak 
yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti 
dikemukakan  Soerjono Soekanto  (Didik M Arief mansur, 2005  : 84) 
bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang 
antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi psikologi, 
hukum, intelektual maupun teknologi. 
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Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua 
masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian 
membuat semua kalangan mulai dari orang  tua, remaja, bahkan anak-
anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi.Tindak pidana perjudian 
yang  biasa kita liat di masyarakat itu bukan melalui Handphone atau 
media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena 
perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa di lakukan dimana saja, 
bisa saja melalu handphone atau saat terhubung dengan internet 
masyarakat dengan mudah melakukan perjudian,  yang dimana tanpa 
bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, 
dikantor, sekolah dan ditempat lainnya. 
Perjudian sendiri telah ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-
kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Hal ini di dasarkan pada ditemukannya 
benda-benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari 
gading gajah yang telah mati yang ditemukan di daerah  thebes  dan di 
dalam prasasti berbentuk piramida  cheops  di Mesir yang tertulis tentang 
perjudian di meja antik. 
Pengaturan mengenai Perjudian dapat di jumpai dalam KUHP  yaitu, 
Pasal 303 bukukedua (kejahatan) bab XIV tentang  Kejahatan  terhadap 
Kesusilaan.  
Perjudian  bukan  hal yang baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini 
telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa  dan kerajaan-
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kerajaan di luar Pulau Jawa dengan berbagai jenis perjudian. Jenis dan 
bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun 
benda mati. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala 
sosial, maka yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia 
sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.. 
Berbagai macam jenis  permainan yang dapat di akses untuk 
melakukan tindak pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu 
perjudian nomor  togel  yang  dilakukan secara saling mengirim melalu 
pesan singkat atau saling bicara secara langsung melalui Handphone. 
Dengan modal yang minim dan menjanjikan keuntungan yang besar 
ketika menang, membuat banyak masyarakat melakukan perjudian nomor  
togel  tersebut, bahkan menganggap perjudian nomor  togel  tersebut 
sebagai mata pencahariannya. 
Judi togel ini sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang berasal 
dari Negara  Singapura.  Judi  togel  ini termasuk salah satu jenis 
perjudian yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia khususnya di 
Negara Indonesia, permainan judi togel ini juga di mainkan oleh semua 
kalangan mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas,  
keamanan yang tergolong lemah membuat judi  togel  tersebut banyak 
digemari oleh masyarakat Indonesia. 
Permainan judi togel sangat memerlukan keberuntungan atau hoki 
dari para pemainnya untuk meraih banyak kemenangan. Itulah yang 
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membuat masyarakat tertarik untuk melakukan perjudian nomor togel  
tersebut, yang lebih menjanjikan dan pengawasan perjudian nomor togel  
tersebut masih sangat kurang. Dengan berbagai macam bentuk perjudian 
baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maka banyak 
masyarakat yang cenderung tidak terlalu memperdulikan dan memandang 
perjudian sebagai suatu hal yang wajar. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa perjudian nomor  togel  yang biasa 
disebut dengan  “Nomor  Togel  Singapura”  sudah mewabah di 
masyarakat khususnya di kota Palopo, dengan ini penulis ingin mengkaji 
lebih jauh tentang tindak pidana perjudian nomor  togel  dengan judul 
skripsi :  “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus : 
529/Pid.B/2012/ PN.Plp)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang di atas, maka  dapat  dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah  Penerapan Hukum  Terhadap Tindak Pidana 
perjudian dalam putusan No.529/Pid.B/2012/PN.Plp? 
2. Bagaimanakah  Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap Tindak 
Pidana Perjudian dalam putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:  
1) Untuk mengetahui Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana 
Perjudian dalam putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp. 
2) Untuk mengetahui  Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa Pemidanaan terhadap Tindak 
Pidana Perjudian dalam  putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp. 
2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu 
Hukum Pidana khususnya mengenai Tindak Pidana  
“Perjudian”. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
refrensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan 
pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang Ilmu Hukum. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan bagi Pemerintah agar lebih 
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memperhatikan penegakan Hukum di Indonesia khususnya 
dalam menangani kasus Tindak Pidana  “Perjudian”. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, maka 
penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut  
Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1991:1198) Tinjauan terdiri dari dua 
kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar 
“tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; 
menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” 
mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan 
merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan 
data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
Sedangkan` menurut  Kamus Hukum  (1977 :  493) yuridis berasal 
dari kata  jurisdictie;  Rechtmacht(Bid.),  jurisdiction  (Ing.) yang artinya 
kekuasaan yang mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai 
Judicatuur; Rechspraak(Bid.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan 
selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus 
memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan  Delictum 
atau  Delicta, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah  Delict,  yang 
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, 
sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah 
Strafbaarfeit,  yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu  straf, baar  dan  feit. 
Straf  diartikan sebagai pidana dan hukum,  baar  diartikan sebagai dapat 
atau boleh, sementara  feit  lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan 
perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit 
dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 
dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. 
Menurut  Achmad Ali  (2002:192) mengemukakan bahwa suatu 
tindak pidana “delik adalah pengertian umum  tentang semua perbuatan 
yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak 
membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun 
hukum publik, termasuk hukum pidana” 
Moeljatno  (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi 
tentang  strafbaarfeit,  menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
 10 
 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan 
ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”. 
Moeljatno (Amir Ilyas, 2012:23) : 
“Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak“ 
tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi 
hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa 
tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani 
seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan 
bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu 
tindaksebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan 
yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya 
sendiri maupun dalam penjelasannya hampir dipakai kata 
“perbuatan”. 
Namun Penulis lebih memilih istilah “tindak pidana” Meskipun  kata 
“tindak” lebih pendek dari ”perbuatan” tapi “tindak “ tidak menunjukkan 
pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan 
perbuatan konkrit, sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, 
tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, maka kata tindak 
lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan ataupun 
kata lain yang mempunyai makna yang sama. 
Kata tindak pidana juga sudah banyak digunakan para pakar hukum 
dan telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah 
dikodifikasikan di Indonesia. 
Menurut  Hezewinkel Suringa  Strafbaarfeit  adalah  suatu perilaku 
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu 
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
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ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. 
Menurut  Simons  Suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan  yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  
Alasan  Simons merumuskan  strafbaarfeit  seperti di atas adalah 
karena : 
1.   Untuk adanya suatu  strafbaarfeit    itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat sutu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajidkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap 
larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum; 
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi  semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang, dan 
3. Setiap  strafbaarfeit  sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu onrechtmatige handeling. 
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Lebih lanjut Simon mengatakan, sifatnya yang melawan hukum 
seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, 
bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan 
dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan 
merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri 
seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. 
Sementara itu, menurut  Van Hamel  (Andi Zainal  Abidin Farid, 
2010:225) bahwa “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-
Undang melawan hukum,  strafwardig  (patut atau bernilai untuk pidana), 
dan dapat dicela karena kesalahan (enaan schuld te wijten)”.  
Dari banyaknya istilah tentang  strafbaarfeit  Penulis lebih sepakat 
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan 
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Menurut  Pompe  strafbaarfeit  adalah pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja  ataupun tidak 
disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan 
hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
Selanjutnya menurut pompe, pengertian  strafbaarfeit dibedakan 
dalam dua macam, yaitu: 
 13 
 
1) Definisi menurut teori,  strafbaar feit  adalah suatu pelanggaran 
norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. 
2) Definisi menurut hukum positif,  strafbaar feit  adalah suatu 
kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang 
sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut 
undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-
undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
perundangan yang ada. 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung 
di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, 
unsur subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam  
diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : 
a. Niat; 
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b. Maksud atau tujuan; 
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
d. Kemampuan bertanggungjawab. 
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada  kaitannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya : 
a. Perbuatan; 
b. Akibat; 
c. keadaan-keadaan. 
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur  
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. 
Dari rumusan-rumusan  tindak pidana dalam KUHPidana, dapat  
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. (2011 : 82) yaitu : 
1) unsur tingkah laku;  
2) unsur melawan hukum; 
3) unsur kesalahan; 
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4) unsur akibat konstitutif; 
5) unsur keadaan yang menyertai; 
6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 
7) unsur syarat tambahan untuk meperberat pidana; 
8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) unsur objek hukum tindak pidana; 
10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana; 
PAF.Lamintang  (1996:193-194) dalam rumusan tindak pidana  
yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) 
unsur tindak pidana, yaitu : 
a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
 Unsur perbuatan; 
 Sifat melanggar hukum; 
 Kualitas dari si pelaku; 
 Kuasalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat 
b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
 16 
 
 Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
 Maksud dan  voornemen  pada suatu percobaan atau  poging 
seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP  
 Perasaan takut  seperti yang antara lain terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308KUHP 
Simons  (Sudarto,1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai 
berikut : 
a. Unsur objektif, terdiri atas : 
1) Perbuatan orang; 
2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut; 
3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 
b. Unsur subjektif, terdiri atas : 
1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh  Leden 
Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non  facit reum nisi mens sit 
rea)kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku,yang terdiri atas : 
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1) Perbuatan manusia, berupa : 
 Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif; 
 Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau 
mendiamkan; 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances) 
 Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara 
lain :Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
 Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Sementara itu, menurut  Moeljatno  (2002:63) bahwa Unsur atau 
elemen dari perbuatan pidana adalah : 
 Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
 Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
 Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
 Unsur melawan hukum yang objektif; 
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 Unsur melawan hukum yang subjektif. 
3. Jenis Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah 
menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua 
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri 
atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;  
Pidana pokok meliputi : 
 Pidana mati; 
 Pidana penjara; 
 Pidana kurungan ; 
 Pidana denda ; 
 Pidana tutupan ; 
Pidana tambahan meliputi : 
 Pencabutan beberapa hak tertentu ; 
 Perampasan barang-barang tertentu ; 
 Pengumuman putusan hakim ;  
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah 
sebagai berikut : 
 19 
 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
Dalam tata urutan stetsel pidana, maka pidana mati itu 
merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan 
juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem 
pemidanaan di Indonesia. 
Ada beberapa pidana di dalam KUHP yang berisi ancaman 
pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap  Presiden (Pasal 104), 
pembunuhan berencana (Pasal 340), dan sebagainya. Bahkan beberapa 
Pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati 
(Bambang Waluyo, 2008:13) misalnya: 
a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104; 
b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 
ayat (2) 
c) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1); 
d) Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam 
perang, Pasal 124 ayat (3); 
e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal140 
ayat (3) dan Pasal 340; 
 20 
 
f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada 
waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang 
menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 
ayat (4) 
g) Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada 
orang mati, Pasal 444; 
h) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan 
sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan 
pertahanan negara, Pasal 124 bis; 
i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan 
angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129; 
j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2) 
Menurut ketentuan naskah KUHP (Bambang Waluyo,  2008: 
14-15), hal-hal yang perlu diketahui mengenai pidana mati yaitu : 
a) Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak 
terpidana mati. 
b) Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum. 
c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak dibawah umur 
18 tahun. 
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d) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau sakit jiwa 
ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa 
itu sembuh. 
e) Pidana mati baru  bisa dilaksanakan jika sudah ada persetujuan 
presiden. 
f) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan 
selama 10 tahun, jika :  
 Reaksi masyarkat terhadap terpidana tidak terlalu besar, 
 Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan 
untuk memperbaiki, 
 Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak 
terlalu penting, dan 
 Ada alasan yang meringankan. 
 Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap 
dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah 
menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan menteri 
kehakiman. 
 Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap 
dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk 
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memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas 
perintah jaksa agung. 
 Jika permohonan grasi ditolak pelaksanaan pidana mati tidak 
dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena terpidana 
melarikan diri maka pidana tersebut dapat diubah menjadi 
pidana seumur hidup dengan keputusan menteri kehakiman. 
2) Pidana Penjara 
Menurut  A.Z. Abidin Farid  dan  A. Hamzah  (Tolib Setiady, 
2010 : 91), menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk 
pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau 
pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana 
penjara tetapi juga berupa pengasingan.  
Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu 
hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh 
Roeslan Saleh (1983 : 62), bahwa :  
Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan 
kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk 
seumur hidup atau untuk sementara waktu. 
Pidana seumur hidup biasanyatercantum di pasal yang juga ada 
ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua 
puluh tahun). 
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Sedangkan P.A.F. Lamintang  dan  Theo Lamintang (2012:54) 
menyatakan bahwa : 
Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk 
mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam 
lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan 
tersebut. 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan 
pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 
Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang 
jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Andi Hamzah (Tolib Setiady, 2010 : 92), yaitu : 
“Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan 
saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi 
juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 
1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). 
Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur 
immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 
3. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini 
telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya 
saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan 
lain-lain). 
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5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
6. Hak untuk  tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian 
menurut hukum perdata. 
7. Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin 
sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 
8. Beberapa hak sipil yang lain. 
3) Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 
terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 
kemasyaraktan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, 
bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 
10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama 
hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan 
paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 
KUHP, bahwa: 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada 
pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan.Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu 
tahun empat bulan”.  
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Menurut Vos  (A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006 : 289), 
pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu : 
 Sebagai  custodia honesta  untuk tindak pidana yang tidak 
menyangkut  kejahatan kesusilaan, yaitu  delicculpa  dan 
beberapa  delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). 
Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh 
yangdikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut 
kejahatan kesusilaan. 
 Sebagai  custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan 
untuk delik pelanggaran. 
Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana 
kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan 
khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara. 
4) Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 
tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu 
oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  
Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh 
Van Hattum (Tolib Setiady, 2010 : 104) bahwa : 
“Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah 
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi 
pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang  sifatnya ringan 
saja." 
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Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, 
tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana.  
5) Pidana Tutupan 
Satu lagi pidana pokok yang di tambahkan ke dalam Pasal 10 
KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang 
dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 
ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 
kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 
Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila 
perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa 
sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu 
yang perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan 
Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan. 
Didalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa 
rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-
fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dalam 
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Pasal 55 ayat  (2)  dan  (5),  Pasal  36 ayat  (1)  dan  (3),  Pasal  37 ayat  
(2). Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus 
lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang 
tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. 
Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 
1984 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak 
mendaptkan fasilitas dari pada nara pidana penjara. Hal ini disebabkan 
karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang 
yang dipidana penjara. Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang 
patut dihormati. 
Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat  (1)  PP ini, tampaknya pidana 
tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yangd dapat dipidana 
tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong 
oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam undang-undang 
itumaupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud 
yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim. 
Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada 
putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah 
praktik hukum diindonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim 
menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI 
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pada Tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan 
yang dikenal dengan sebutan peristiwa  3 Juli 1946.  (Siti 
Maryam,“PidanaTutupan”,/http://hukum.kompasiana.com/2012/02/24/pida
na-tutupan-438035.html.diakses pada hari rabu tanggal 13 Desember 
2014 15.30 wita). 
b. Pidana Tambahan 
Sifat hukuman tambahan ini dijelaskan dalam buku Pengantar 
Hukum Indonesia,  Abdullah Marlang, dkk (2009 : 82) hanya sebagai 
penambah hukuman pokok kalau ada dalam putusan hakim ditetapkan 
hukuman-hukuman tambahannya.  
Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak 
pidana tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman di penjara 
dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang. 
C. Tindak Pidana Perjudian 
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian 
Pada hakekatnya  perjudian sangat bertentangan dengan norma 
agama tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk 
berjudi.Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral 
pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral 
masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah  salah satu masalah 
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sosial yang sulit untuk di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah 
ada sejak peradaban manusia. 
Menurut kamus besar bahasa indonesia (Poerwadarminta, 
1987:419) “judi atau “perjudian” adalah “permainan dengan memakai uang 
sebagai taruhan”. Berjudi adalah “mempertaruhkan sejumlah uang atau 
harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan 
mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah 
uang atau harta semula”. 
Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengaitkan judi  
sebagai berikut : 
“tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang 
pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja 
dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena 
kepintaran  dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi 
adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 
lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 
bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”. 
2. Unsur – unsur tindak pidana perjudian 
Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur 
yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat di katakan perjudian, 
ketiga unsur tersebut adalah : 
a. Permainan/perlombaan 
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau 
perlombaan. Perbuatan ini  dilakukan semata-mata untuk 
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bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu 
senggang guna menghibur  hati. Jadi pada dasarnya bersifat 
rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam 
permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau 
orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan 
atau perlombaan. 
b. Untung-untungan 
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih 
banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau 
untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh 
dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah 
sangat terbiasa atau terlatih. 
c. Ada taruhan 
Dalam permainan atau perlombaan ini ada perlombaan ini ada 
taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, 
baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan 
kadang istripun bisa di jadikan taruhan. Akibat adanya taruhan 
tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada 
pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling 
utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat 
disebut perjudian atau bukan. 
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Dari uraian  diatas  dalam  pasal 303 ayat 3 KUHP telah  jelas 
disebutkan  bahwa main judi  yaitu, tiap-tiap  permainan yang 
mendasarkan pengharapan  untuk  menang  secara  untung-untungan  
dan  pengharapan tersebut  bertambah  besar  karena  kepintaran  dan  
kebiasaan  pemain.Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain, yang tidak diadakan  oleh  mereka yang turut  berlomba  
atau  bermain  dan  segala pertaruhan yang lain juga disebut judi. 
3. Togel (Kupon Putih) 
Salah satu jenis perjudian yang sedang marak di indonesia adalah 
judi kupon putih  atau biasa disebut dengan Lotto buntut (Lotere totalisator 
buntut) atau judi  togel(totok gelap).  Togel walaupun bersifat sembunyi-
sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara  modern  dengan 
agen yang tersebar di seluruh negeri.  
Pada saat ini judi tidak hanya di mainkan secara manual dengan 
menggunakan mesin atau kertas saat ini judi  togel  juga bisa dilakukan 
dengan menggunakan komputer yang terhubung  langsung  dengan 
internet. Komputer dan internet  adalah sarana penghubung dengan orang 
lain yang juga sedang bermain judi yang telah diatur oleh bandar atau 
server. 
Aturan umum bermain togel rata-rata hampir sama di setiap negara 
dan daerah, yaitu sebagai berikut :  
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a. 1 Kupon togelberharga Rp. 1000,- 
b. Setiap Kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 
angka, atau 4 angka). 
Jika tebakan benar, maka si pemain berhasil mendapatkan hadiah, 
dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang : misalnya 
saja apabila  seorang pemasang dengan jumlah dua bilangan angka yang 
dia pasang lalu kemudian tebakannya  benar, maka jumlah nominal 
taruhannya akan dikalikan 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan 
angka yaang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah 
nominal taruhannya akan dikalikan 300 (tiga ratus) . Apabila jumlah empat 
bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka 
jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus). 
Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari 
matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, 
dalam  teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang 
dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan 
diterima dan variansi untuk mengukur resiko bermain togel. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di  Pengadilan Negeri Palopo  di Jln. Andi 
Djemma Nomor 168 Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.  Alasan 
dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari 
lokasi tersebut Penulis dapat  mencari dan mendapatkan data serta 
informasi yang relevan dengan objek penelitian yang Penulis teliti. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini,Penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder: 
1. Data Primer  
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara 
langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang Penulis 
teliti di Pengadilan Negeri Palopo. 
2. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur 
dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-
undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan 
dibahas. 
 34 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 
menggunakan metode sebagai berikut :  
1. Wawancara 
Penulis  mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal  ini adalah 
hakim yang memutusakan perkara tersebut.  
2. Studi dokumen 
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis untuk mendapatkan data 
sekunder, yaitu  data  yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriktif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam 
skripsi ini. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana perjudian dalam Putusan nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp. 
Sebelum Penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana 
materil dalam kasus putusan nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp, maka Penulis 
terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada putusan nomor 
529/Pid.B/2012/PN.Plp sebagai berikut : 
 
1. Posisi Kasus 
 Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 pukul 16.00 WITA 
bertempat di jalan masuk pelelangan ikan (TPI) di Dusun Balambang, 
Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu, Saiful Alias Ipul Bin Maing yakni 
sebagai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Luwu.  Pada 
saat itu sebelum waktu kejadian, Petugas Kepolisian Polres Luwu 
mendapatkan laporan bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi 
jenis kupon putih atau biasa disebut  togel ( totok gelap) dengan cara 
memasang nomor shio melalui website di internet, sehingga petugas 
Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara 
petugas Kepolisian mengendarai mobil lalu mengikuti Terdakwa ditengah 
perjalanan yaitu di tempat kejadian Terdakwa dihentikan lalu dilakukan 
pengeledahan, pada saat itu didapati dalam handphone Terdakwa 
pasangan nomor dan shio serta ditemukan pula uang di kantong celana 
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milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
yang diduga ada keterkaitannya dengan pemasangan nomor atau shio 
yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketika di introgasi terhadap Terdakwa 
didapatkan keterangan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pemasangan 
nomor dan shio dibantu oleh Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan 
Saksi Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim yang mengumpulkan 
semua nomor dan shio untuk diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian 
di setorkan kepada Bandar yang dikenal oleh Terdakwa. Atas keterangan 
tersebut petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu 
Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan saksi Sangker Alias Bapak Dian 
Bin Mursalim di Bandara Bua dengan serta membawa hasil rekapan 
nomor yang akan diserahkan hari itu, pada saat dilakukan pengeledahan 
dan didapat handphone yang terdapat nomor dan shio serta uang Rp. 
634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diduga sebagai 
pembayaran nomor pasangan yang akan diserahkan kepada Saksi Saiful 
Alias Ipul Bin Maing dan dari jok sepeda motor Terdakwa ditemukan buku 
rekapan serta manifest. Dan saksi Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim 
ditangkap petugas Kepolisian di rumahnya dan langsung dilakukan 
pengeledahan dan didapatkan buku nota, buku tulis, kertas manifest yang 
kesemuanya berisikan nomor dan shio serta ditemukan pula sejumlah 
uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 
kalkulator serta handphone yang semuanya barang bukti tersebut diduga 
terkait dengan kegiatan Perjudian. Adapun cara pemasangan nomor 
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tersebut yaitu pemasangan terlebih dahulu memilih nomor 00 (kosong 
kosong) sampai 9999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan ouluh 
sembilan) pemasangan angka tersebut dan shio 01 (kosong satu) sampai 
`12 (dua belas), pemasangan yang menang maka dia akan mendapatkan 
uangnya berlipat ganda, apabila pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) 
mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pasang shio 
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah), dimana kemungkinan pemasangan mendapatkan keuntungan 
berupa 10 % dari penjualan kupon putih dan shio. 
2. Dakwaan jaksa Penuntut Umum  
 
Adapun  isi  dakwaan  penuntut  umum  terhadap  kasus  perjudian  
 yang dilakukan oleh Saiful alias Ipul Bin Maing, yang di  bacakan 
dihadapan  persidangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Palopo yang 
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
DAKWAAN PRIMAIR 
 Bahwa terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing, bersama 
dengan saksi Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan Sangker 
Alias Bapak Dian Bin Mursalim (keduanya dalam Berkas terpisah) 
pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 
2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalan 
masuk tempat pelelangan ikan (TPI) di Dusun Balambang, Desa 
Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu, atau setidak-tidaknya ditempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Palopo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan 
kesempatan untuk permainan judi atau tiap-tiap permainan, 
dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung 
tergantung pada peruntungan belaka, juga karena 
permainannya lebih terlatih atau mahir dan menjadikan 
sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu 
 38 
 
perusahaan  untuk itu, biarpun perbuatan terdakwa dilakukan 
secara berikut : 
 Bahwa terdakwa pada saat itu sebelum waktu kejadian, 
Petugas Kepolisian Polres Luwu mendapatkan laporan bahwa 
terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih atau 
biasa disebut  togel ( totok gelap) dengan cara memasang nomor 
shio melalui website di internet, sehingga petugas Kepolisian 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara petugas 
Kepolisian mengendarai mobil lalu mengikuti terdakwa ditengah 
perjalanan yaitu di tempat kejadian terdakwa dihentikam lalu 
dilakukan pengeledahan, pada saat itu didapati dalam handphone 
terdakwa pasangan nomor dan shio serta ditemukan pula uang di 
kantong celana milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) yang diduga ada keterkaitannya dengan 
pemasangan nomor atau shio yang dilakukan oleh Terdakwa. 
Ketika di introgasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan 
bahwa terdakwa melakukan aktifitas pemasangan nomor dan shio 
dibantu oleh Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan Saksi 
Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim yang mengumpulkan 
semua nomor dan shio untuk diserahkan kepada terdakwa dan 
kemudia di setorkan kepada Bandar yang dikenal oleh terdakwa. 
Atas keterangan tersebut petugas Kepolisian melakukan 
penangkapan terhadap saksi yaitu Firman Alias Bapak Juardi Bin 
Rima dan saksi Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim di Bandara 
Bua dengan serta membawa hasil rekapan nomor yang akan 
diserahkan hari itu, pada saat dilakukan pengeledahan dan didapat 
handphone yang terdapat nomor dan shio serta uang Rp. 634.000,- 
(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diduga sebagai 
pembayaran nomor pasangan yang akan diserahkan kepada Saksi 
Saiful Alias Ipul Bin Maing dan dari jok sepeda motor terdakwa 
ditemukan buku rekapan serta manifest. Dan saksi Sangker Alias 
Bapak Dian Bin Mursalim ditangkap petugas Kepolisian di 
rumahnya dan langsung dilakukan pengeledahan dan didapatkan 
buku nota, buku tulis, kertas manifest yang kesemuanya berisikan 
nomor dan shio serta ditemukan pula sejumlah uang sebanyak Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta kalkulator serta 
handphone yang semuanya barang bukti tersebut diduga terkait 
dengan kegiatan perjudian. Adapun cara pemasangan nomor 
tersebut yaitu pemasangan terlebih dahulu memilih nomor 00 
(kosong kosong) sampai 9999 (sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan ouluh sembilan) pemasangan angka tersebut dan shio 01 
(kosong satu) sampai `12 (dua belas), pemasangan yang menang 
maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila 
pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 
60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pasang shio Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
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rupiah), dimana kemungkinan pemasangan mendapatkan 
keuntungan berupa 10 % dari penjualan kupon putih dan shio, 
permainan yang dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak 
yang berwenang. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1jo pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHPidana. 
-----------------------------------------ATAU---------------------------------------- 
DAKWAAN SUBSIDAR 
 Bahwa terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing, bersama 
dengan saksi Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan Sangker 
Alias Bapak Dian Bin Mursalim (keduanya dalam Berkas terpisah) 
pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wita, 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 
2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalan 
masuk tempat pelelangan ikan (TPI) di Dusun Balambang, Desa 
Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu, atau setidak-tidaknya ditempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Palopo, menggunakan kesempatan untuk main judi atau tiap-
tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 
mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, 
juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir yang 
diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
atau tanpa izin dari penguasa yang berwenang, mereka 
lakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta 
melakulakukan perbuatan, perbuatan mana terdakwa  dilakukan 
dengan cara sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa pada saat itu sebelum waktu kejadian, 
Petugas Kepolisian Polres Luwu mendapatkan laporan bahwa 
terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih atau 
biasa disebut  togel ( totok gelap) dengan cara memasang nomor 
shio melalui website di internet, sehingga petugas Kepolisian 
melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara petugas 
Kepolisian mengendarai mobil lalu mengikuti terdakwa ditengah 
perjalanan yaitu di tempat kejadian terdakwa dihentikam lalu 
dilakukan pengeledahan, pada saat itu didapati dalam handphone 
terdakwa pasangan nomor dan shio serta ditemukan pula uang di 
kantong celana milik terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) yang diduga ada keterkaitannya dengan 
pemasangan nomor atau shio yang dilakukan oleh Terdakwa. 
Ketika di introgasi terhadap terdakwa didapatkan keterangan 
bahwa terdakwa melakukan aktifitas pemasangan nomor dan shio 
dibantu oleh Firman Alias Bapak Juardi Bin Rima dan Saksi 
Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim yang mengumpulkan 
semua nomor dan shio untuk diserahkan kepada terdakwa dan 
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kemudia di setorkan kepada Bandar yang dikenal oleh terdakwa. 
Atas keterangan tersebut petugas Kepolisian melakukan 
penangkapan terhadap saksi yaitu Firman Alias Bapak Juardi Bin 
Rima dan saksi Sangker Alias Bapak Dian Bin Mursalim di Bandara 
Bua dengan serta membawa hasil rekapan nomor yang akan 
diserahkan hari itu, pada saat dilakukan pengeledahan dan didapat 
handphone yang terdapat nomor dan shio serta uang Rp. 634.000,- 
(enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diduga sebagai 
pembayaran nomor pasangan yang akan diserahkan kepada Saksi 
Saiful Alias Ipul Bin Maing dan dari jok sepeda motor terdakwa 
ditemukan buku rekapan serta manifest. Dan saksi Sangker Alias 
Bapak Dian Bin Mursalim ditangkap petugas Kepolisian di 
rumahnya dan langsung dilakukan pengeledahan dan didapatkan 
buku nota, buku tulis, kertas manifest yang kesemuanya berisikan 
nomor dan shio serta ditemukan pula sejumlah uang sebanyak Rp. 
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta kalkulator serta 
handphone yang semuanya barang bukti tersebut diduga terkait 
dengan kegiatan perjudian. Adapun cara pemasangan nomor 
tersebut yaitu pemasangan terlebih dahulu memilih nomor 00 
(kosong kosong) sampai 9999 (sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan ouluh sembilan) pemasangan angka tersebut dan shio 01 
(kosong satu) sampai `12 (dua belas), pemasangan yang menang 
maka dia akan mendapatkan uangnya berlipat ganda, apabila 
pasang nomor Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 
60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kalau pasang shio Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah), dimana kemungkinan pemasangan mendapatkan 
keuntungan berupa 10 % dari penjualan kupon putih dan shio, 
permainan yang dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak 
yang berwenang. 
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1jo pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHPidana. 
 Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis 
Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dibawah 
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : 
 
a. Keterangan Saksi  
1) Saksi Ismail,S.H. Bin Abdul Aziz; 
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa akan tetapi tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah 
melakukan permainan judi. 
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan 
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permainan judi pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 
sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) Dusun Balambang,  Desa Raja, Kec. Bua, Kab. 
Luwu. 
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan 
adalah judi kupon putih. 
- Bahwa peran terdakwa sebagai penerima pasangan nomor 
dan shio yang diterima dari orang kemudian terdakwa 
mendaftarkan ke akunnya website internet melalui laptop 
selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut dan 
setelah diundi dan ada pemenang maka terdakwa menarik 
dana situs indotogel kemudian dana tersebut ditransfer ke 
rekening terdakwa lalu terdakwa membayar pemenang 
dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemenang. 
- Bahwa pasangan nomor terdiri 1 (satu) angka, 2 (dua) 
angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdiri dari 12 
(dua belas) angka dan shio dari para pemasang dinyatakan 
sebagai pemenang atau naik dimana pasangan dua angka 
dengan harga Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 60.000,- 
apabila pasangan nomor sebanyak tiga angka dengan harga 
Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 300.000,- sedangkan 
pasangan nomor sebanyak empat angka dengan harga Rp. 
1.000,- maka akan dibayar Rp. 2.000.000,-. 
- Bahwa pemutaran nomor dan shio dilakukan setiah hari 
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. 
- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat 
penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP 
merk Nokia 300 warna hitam silver. 
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak memiliki izin 
dari pihak yang berwenang. 
2) Saksi Andi Marselino Bin Andi Mappagau; 
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa akan tetapi tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah 
melakukan permainan judi. 
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan 
permainan judi pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 
sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) Dusun Balambang,  Desa Raja, Kec. Bua, Kab. 
Luwu. 
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan 
adalah judi kupon putih. 
- Bahwa peran terdakwa sebagai penerima pasangan nomor 
dan shio yang diterima dari orang kemudian terdakwa 
 42 
 
mendaftarkan ke akunnya website internet melalui laptop 
selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut dan 
setelah diundi dan ada pemenang maka terdakwa menarik 
dana situs indotogel kemudian dana tersebut ditransfer ke 
rekening terdakwa lalu terdakwa membayar pemenang 
dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemenang. 
- Bahwa pasangan nomor terdiri 1 (satu) angka, 2 (dua) 
angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdiri dari 12 
(dua belas) angka dan shio dari para pemasang dinyatakan 
sebagai pemenang atau naik dimana pasangan dua angka 
dengan harga Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 60.000,- 
apabila pasangan nomor sebanyak tiga angka dengan harga 
Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 300.000,- sedangkan 
pasangan nomor sebanyak empat angka dengan harga Rp. 
1.000,- maka akan dibayar Rp. 2.000.000,-. 
- Bahwa pemutaran nomor dan shio dilakukan setiah hari 
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. 
- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat 
penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP 
merk Nokia 300 warna hitam silver. 
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak memiliki izin 
dari pihak yang berwenang. 
3) Saksi Herianto Bin Mansyur; 
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa akan tetapi tidak ada 
hubungan keluarga. 
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah 
melakukan permainan judi. 
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan 
permainan judi pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 
sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) Dusun Balambang,  Desa Raja, Kec. Bua, Kab. 
Luwu. 
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan 
adalah judi kupon putih. 
- Bahwa peran terdakwa sebagai penerima pasangan nomor 
dan shio yang diterima dari orang kemudian terdakwa 
mendaftarkan ke akunnya website internet melalui laptop 
selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut dan 
setelah diundi dan ada pemenang maka terdakwa menarik 
dana situs indotogel kemudian dana tersebut ditransfer ke 
rekening terdakwa lalu terdakwa membayar pemenang 
dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemenang. 
- Bahwa pasangan nomor terdiri 1 (satu) angka, 2 (dua) 
angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdiri dari 12 
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(dua belas) angka dan shio dari para pemasang dinyatakan 
sebagai pemenang atau naik dimana pasangan dua angka 
dengan harga Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 60.000,- 
apabila pasangan nomor sebanyak tiga angka dengan harga 
Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 300.000,- sedangkan 
pasangan nomor sebanyak empat angka dengan harga Rp. 
1.000,- maka akan dibayar Rp. 2.000.000,-. 
- Bahwa pemutaran nomor dan shio dilakukan setiah hari 
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. 
- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat 
penangkapan terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp. 
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP 
merk Nokia 300 warna hitam silver. 
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut tidak memiliki izin 
dari pihak yang berwenang. 
Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut diatas  
terdakwa pada pokoknya membenarkannya. 
b. Keterangan Terdakwa 
1.1 Keterangan Terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing menerangkan 
di sidang Pengadilan sebagai berikut : 
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan 
karena telah melakukan permainan judi kupon putih. 
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan 
permainan judi pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 
2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Tempat 
Pelelangan Ikan (TPI) Dusun Balambang, Desa Raja, 
Kec. Bua, Kab. Luwu. 
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa 
lakukan adalah judi kupon putih. 
- Bahwa peran terdakwa menerima pasangan nomor dan 
shio yang diterima dari orang. 
- Bahwa peran terdakwa sebagai penerimaan pasangan 
nomor dan shio yang diterima dari orang kemudian 
terdakwa mendaftarkan ke akunnya website internet 
melalui laptop selanjutnya setelah akun tersebut 
terdaftarkan maka terdakwa menerima pasangan nomor 
dan shio melalui sms dihandphone miliknya dari 
pemasang ditransfer kenomor rekening terdakwa dan 
selanjutnya terdakwa menstransfer uang tersebut ke 
rekening situs tersebut dan setelah diundi dan ada 
pemenang maka terdakwa menarik dana situs indotogel 
kemudian dana tersebut ditransfer kerekening terdakwa 
lalu terdakwa membayar pemenang dengan cara 
mentransfer ke nomor rekening pemenang. 
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- Bahwa pasangan nomor terdiri 1 (satu) angka, 2 (dua) 
angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka terdiri dari 12 
(dua belas) angka dan shio dari para pemasang 
dinyatakan sebagai pemenang atau naik dimana 
pasangan dua angka dengan harga Rp. 1.000,- maka 
akan dibayar Rp. 60.000,- apabila pasangan nomor 
sebanyak tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- maka 
akan dibayar Rp. 300.000,- sedangkan pasangan nomor 
sebanyak empat angka dengan harga Rp. 1.000,- maka 
akan dibayar Rp. 2.000.000,-. 
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut 
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. 
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih 
sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan. 
- Bahwa pasangan nomor dan shio dari para pemenang 
dinyatakan sebagai pemenang atau naik dimana 
pasangan duan angka dengan harga Rp. 1.000,- maka 
akan dibayar Rp. 6.000,- apabila pasangan nomor 
sebanyak tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- makan 
akan dibayar Rp. 300.000,- sedangkan pasangan nomor 
sebanyak emapat angka dengan harga Rp. 1.000,- maka 
akan dibayar Rp. 1.00,- maka akan dibayar Rp. 
2.000.000,-. 
- Bahwa pemutaran nomor dan shio dilakukan setiap hari 
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. 
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan 20 % dan 
pasangan shio 10 %. 
- Bahwa saya melakukan permainan judi tersebut tidak 
memiliki izin dari pihak yang berwenang. 
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak 
akan mengulangi lagi. 
c. Barang Bukti  
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :  
- Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 300 warna hitam 
silver. 
Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan 
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo No. 
529/Pen.Pid/2012/PN.Plp tanggal 14 Noveber 2012. 
3. Tuntutan jaksa Penuntut Umum 
Mengenai  tuntutan  penuntut  umum  terhadap  kasus  perjudian 
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yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing, berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penuntut umum 
menuntut Terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu : 
 dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP 
 dakwaan Subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP 
Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 
memutuskan :  
1. Menyatakan Terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing, telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 
“bersama-sama menggunakan kesempatan main judi” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo pasal 
55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama 
terdakwa berada dalam tahana. 
3. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, 1 (satu) buah 
handphone merek nokia 300 warna hitam silver dirampas untuk 
dimusnahkan. 
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan : 
1. Menyatakan Terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing, telah terbukti 
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secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi.” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) 
hari; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang 
telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima 
ratus ribu rupiah); 
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 300 warna 
hitam silver; 
Dirampas untuk Negara; 
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Pelaku Tindak pidana Perjudian dalam putusan 
nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp. 
1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim 
Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah  
melakukan tindak pidana perjudian tersebut akan dikaji terlebih dahulu 
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dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang di 
dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 
303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang 
telah didakwakan tersebut : 
 Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 
Subsidaritas maka Majeis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum yang terbukti yakni dakwaan melanggar Pasal 303 ayat 
(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur Barang siapa 
2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi di tempat 
umum 
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta 
melakukan 
Ad.1. Unsur Barang Siapa : 
Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa 
adalah menunjukan pada subyek hukum yaitu setiap orang yang 
telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung 
jawabkan atas segala perbuatan dan akibatnya dari fakta yang 
teruangkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi serta 
menurut keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti 
yang diajukan dipersidangan bahwa pelaku tindak pidana ini 
adalah Terdakwa tersebut dengan identitas sebagaimana 
tersebut dimuka dan selama persidangan tidak ditemukan alasan 
pemaaf dan alasan pembenaran bagi Terdakwa dalam 
melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian unsur “barang 
siapa” telah terbukti dan terpenuhi. 
Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi 
 Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan 
kesempatan untuk bermain judi” adalah memakai peluang untuk 
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bertaruh dengan menggunakan uang ataupun barang yang 
dapat dinilai dengan uang. 
 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan bermain 
judi yang dilakukan dengan cara peran Terdakwa sebagai 
penerima pasangan nomor dan shio yang diterima dari orang 
kemudian Terdakwa mendaftarkan accountnya di website 
internet melalui laptop selanjutnya setelah account tersebut 
terdaftar maka Terdakwa menerima pasangan nomor dan shio 
melalui sms dihandphone miliknya dari pemasang ditransfer 
kenomor rekening terdakwa dan selanjutnya Terdakwa 
menstransfer uang tersebut ke rekening dengan transksi melalui 
ATM dan setelah diundi da ada pemenang maka terdakwa 
menarik dana dari website internet kemudian dana tersebut 
ditransfer kerekening Terdakwa lalu Terdakwa membayar 
pemenang dengan cara mentransfer ke nomor rekening 
pemenang. Dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan 
untuk bermain judi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
 Ad.3.Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta 
melakukan 
  Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mereka 
yang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
sebagai turut serta melakukan perbuatan. 
  Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukan 
penjualan nomor Kupon Putih dan sekaligus selaku penjemput 
hasil penjualan nomor Kupon Putih. 
  Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau 
memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya 
sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam 
suatu perusahaan untuk itu”. Maka dengan demikian unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum. 
 49 
 
  Bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam 
dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti dan 
terpenuhi menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan 
dalam dakwaan Penuntut Umum. 
  Bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan 
Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan 
pemaaf maupun sebagai alasan pembenaran maka Terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 
  Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan 
kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan sifat dari 
perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dipandang 
telah patut dan memenuhi rasa keadilan. 
  Bahwa terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya 
tahanan yang telah  dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
  Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan adalah sah dan telah diperlihatkan Ketua Majelis 
Hakim kepada para Saksi, maupun kepada Terdakwa maka 
terhadap barang bukti berupa : 
- Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) 
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 300 warna hitam silver 
Dirampas untuk negara 
 Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 
jatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya 
perkara yang besarnya Rp. 2.000,- (dua ribu) 
 
Menimbang, bahwa ia terdakwa Saiful alias Ipul Bin Maing 
dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 303 
Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Subsidar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 
KUHP;   
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing 
telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 
1.Ismail,S.H. Bin Abdul Aziz. 2.Andi Marselino Bin Andi 
Mappagau. 3.Herianto Bin Mansyur, sebagaimana termuat 
selengkapnya dalam berita acara;   
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Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar 
keterangan terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita 
acara;   
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, 
sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah atas tindak 
pidana”bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi”, 
sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;   
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia 
terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan 
perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 
 Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
dalam memberantas perjudian 
Hal-hal yang meringankan : 
 
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan 
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya 
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali 
- Terdakwa belum pernah dihukum 
Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang 
berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 303 ayat (1) ke-1 
KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. 
2. Komentar Penulis 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan 
penuntut umum, dan pertimbangan Hukum Pengadilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang 
Terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian 
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satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum di tambah dengan 
keterangan Terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur 
perbuatan yang dia lakukan.  
Putusan nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp, menyatakan bahwa 
Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Maing telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Maka 
Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 
(lima belas) hari.  
Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 
303 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut 
telah terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tuntutan yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwakan dalam 
surat dakwaan Penuntut Umum Tanggal 20 Desember 2012 No. Reg. 
Perkara : PDM – 206/R.4.13.7.3/Ep.2/11/2012 yaitu Terdakwa telah 
memenuhi Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Jika melihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana 
penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari kepada Terdakwa. 
Penulis kira keputusan hakim ini sudah cukup tepat dan memberikan efek 
jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan hakim pada 
saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa sudah mengakui dan 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya 
lagi, dan mengingat pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung 
keluarga dan pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan 
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tersebut tidak “mematikan” keluarga Terdakwa.  
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan 
psikologis dan sosisologisnya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan 
mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, 
menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya 
tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
 Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan, seorang hakim 
dituntut untuk arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati 
nuraninya lalu memutus dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak 
hukum, adil untuk korban, adil untuk para Terdakwa dan adil untuk 
masyarakat. 
Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan 
pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun 
pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-
pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan 
konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-
unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang di dakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum.  
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Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, 
alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dan diperiksa di persidangan. 
pada dasarnya yang di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah 
tindak pidana itu dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa 
pelaku melakukan perbuatan tersebut. Apakah karena keterbatasan 
ekonomi, hanya ingin bersenang-senang, atau memang untuk 
memperoleh sebuah keuntungan (uang). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian 
dalam perkara nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp didasarkan dengan 
fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, 
keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan 
barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan 
yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa 
menggunakan dakwaan Subsidaritas, Dakwaan Primair yaitu 
Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidair yaitu Pasal 
303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di 
kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai 
karena perbutan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana 
Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur 
Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi, Unsur Melakukan, 
Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp 
dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan 
perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian 
hukuman berdasarkan Pasal 303  Ayat (1) ke-1 KUHP, 
seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur 
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dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim 
untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih 
memperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi 
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.  
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan  
penulisan skripsi ini adalah :   
1. Penulis berharap pemerintah atau penegak hukum untuk lebih 
tegas dan memiliki visi yang sama serta bisa bekerjasama 
untuk memberantas kejahatan perjudian togel ini baik itu secara 
manual atau secara online.  
2.  Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dalam setiap 
tindakan yang ia lakukan, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan 
buruk seperti kebiasaan bermain judi.  
3.  Harus diciptakan suatu mekanisme bagaimana perlindungan 
terhadap saksi dalam mencari suatu keadilan. 
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